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KOTAMADYA: DAERAH TK.IT PONTIANAK.

Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak
No, 03 Tahun 1975 tentang Pendirian

Perusshaon Daerah Air Minunm Kotanmadya
Fontianak,
DEIGHAT RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTIOTaMDYA KEPALL DAERAH TINGKAT IT PONTTLANAK,

Meninbearg ¢ 1, bahwa pengurusan ddr Minun Kotanadya Fontianak se -

bagal Dinas Daerah tidek sesuai lagi dengan perken-
tanzan kebutuhan pelgyanan,

L=

bahwa perln menetapkan pengurusan sir Minun dingksud
grat (1) diatas dalan bentuk Perusschaan Daerah se -
suai dengan makstd surat Edaran Menteri Dalen legeri
Lai;zeal 31 Juli 1973 Nonmor Ekbeng 8/3/11 jo Surat -
Blaran No, Ekbang 8/2/73 tanggal 11 Juli 1974 veri-
- hal rerusahaan idr Minun Daerah,

Mengingat ¢ - Undang=undang Ko, 5 Tamn 1974 tentang rolkok-pokok-

Fenerintahan Di Dacrah ;
Undang=undang No, 27 Tahun 1959 tentang Penbentulkan
Daersh Tingkat II Di Kalinantan ;

3. Undang-undang Noe 5 Tahun 1962 jo Undang-undang =

llo, 6 Tamn 1969,
DENGAl PERSETUJULAN DEVAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAE KOTAMADYA Dabi-
R&H TIICIAT IT PQITIANAK,
MEMUTUSKAN

Monetapla: : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PQV -
T 4K TENTANG PENDIRIAN FERUSAHAAV DAERAH AIR MI-
NUM KOTAMDYA HNTIANAK.

BAB X
KETENTUAN UMM,
P‘SBI 1-

DO T
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1.

2.

Te

2.

3.

_ Pasal 1, ;
Dalan Peraturan Daersh yang dinsksud dengan s

a, Pemerinteh Daerah adalsh Pemerintah Daerah Kotamadya Daersh
Tingkat IT Fontianak,

b, Kepala Dagreh ialeh Walikotanmadya Kepala Daersh Tingkat II-
Fontianak,

c. DPID ialeh Dewan Ferwakilen Rakyat Daerah Xotamadya Daersh
Tingkat II lontianak,

d, Perusahaan isleh Ferusahaan Daersh " idr iMnun " Kotanadyas-
tontianak,

e. Daerah islch Iptamadya Daerah Tingkat II Fontianak,

fo Dinas Daerah ialash Dinag Saluran air Minun Kotanadya Ponti-

ge Direksi iglah Direksi Ibrusshaan Daerah Air Minum Kotanadya-
Pontianak,

h, Baden PFengawas laleh Dadan Pengawas dari Ferusshaan Daorah -
Air Minun Zotemadya Pontianak,

Ferusahaan adelah Dadan Hulen yang ..okedudukannys sebagai Ba -
dan Hukun diperolsh dengan jalan berlakunya Feraturan Daerah in:

Ppimn s S i
PEHND TR EAN
Pagal 2.

Dengan Feraturan Daersh ini dddiriken suatu Ferusazhaan Daerah -
Adr Minun Kotanadya Pontianak disingkat PJD Ji.M. Kotemadya Fon-
tianak,

Dinas Salumn Air Minun Kotarndya Pontianak dengan ini dilebur/
dialihkan bentuknya menjadi Ferusahaan Daersh Air Minum seperti
dimaksud dalan gyat (1) pasal ini,

Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekgyaan serta usaha-
dari Dinas Saluran 4ir Minun Kotamadya Pontianak beralih kepada:
Perusashaan Daerah Air Minunm, 3

4o PolokSENoan seeeseses

e
JJ.



4. Felcksanasn peleburan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pontianak,

Pasal 3,

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka teg
hadap Perusshaan berlaku segala macam hukum Indonesia dan yang -
tidok bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan=-
ciri dari sistim Bkonomi Fancasila.

B 4B OILL
NaiMa, TEMPAT KEDUDUKZ, TUJUAN DA LaPalGali
USatla,
Pasal A.

Nama dan Tempat Kedudukan,

1. Terusanaan Doorah Air Minum Kotemadya Fontianak ini bernama—
t Perusaiaan Doerah wir Minup (9.0, dir Minun ) Kotamadye —
Pontianak,

o, terusahaan terkedudukan dan borkeator di fontianak.
Pagal 5'.,
Tujuean rferuschaan,
Tujuan Peruschaan ialsh turut serta melaksanakan @
1. fembanganan Daergh ;

2. Ferangunan Bkonomi Nasional dalam rangka meningkatkan kese-
jahteraan dan memermuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat -
adil dan mdkmur berdasarkan Pansasila,

Pasal 6,
lapengan Usaha Feruschaan.

Perusahasn mengusahakan penyediaan dan pelayanan air minum yang
sehat dan memenuhi sgyarat-syarat begi magyarakat dalam Kotamadya
Daerah Tingkat IT Pontianak,

BAB IV.

Pasal 7.

MOD A L.
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MOD AL

Herz}ca permlﬁm Perusahaan terdiri afas semua aktiva dan pasiva
dari ex Dinas Daersh yang dilebur menurut pasal 2 syat (2) Pera-
turan Daerah ini,

Modal dasar Perusshaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipiseh
kan sejumleh Rp, 3,000.000,~ (tiga juta rupiah ),

Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah
darl penyisihan sebagian anggaren keuangan Daerah dengan keputu
san DIiND, penyertaan modal Femerintah Pusat dan pinjaman,

Serue likwide Ferusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerab
Kelimantan Barat di Pontianak.

B 4B YV
TRIGUSAHAM DAY CAR4 MENGURUS.
Pagal 8.

Ferusehiaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
Direlstur Utama yeng dibantu se-banyak2nya 3 (tiga) orang Direk =
tur, :

anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dar
diternentiken oleh Kepala Daersh atas usul Badan Fengawas sete
lah mendengar pertimbangan DPRD,

Direksi bertanggung jawab kepuda Badan rengawas yang diketuai
oleh Kepala Daerah .

Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu se-
lama~lamanya J (empat) talun, setelsh waktu itu berakhir anggot:
yang bersangkutan dapat diangkat kembali,

Pasal 9-.

. inggota Direksi berhenti karena meninggal dwnia atau dapat diber

hentikan oleh Kepala Dasreh karena

a. Permintasn sendiri,

b, Berakhimya masa jabatan dnggbta Direksi termasuk pada pasal
8 ayat (1&)-

C.:. Tindakan ssbassene

il
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c': Tindoken yang merugiken Perusshaan,

» Tindekan atau sikap yang bertentangan dongan kepentlngan
Daerch maupun kepentingan Negara, .

2)';iier;aborhentian karena alasan torsebut pada gyat (1) huruf c-
“ﬂp ¢ jika merupskan suatu perbuatan yang / Peraturan Hukun
Addana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

/ vertintangan dengon
3 "T.Ll a penberfentian karens alasan tersebut pada gyat (1) huruf

¢ dan d dilakuken meka engpgota Direksi yang bersangkutan di
At tan untuk membela diri yang harus dilaksanakan-~
lom wakiu 1 bulan, setelan anggota Direksi vang bersang ~
diberitakan tentang niat ckan pemborhentian itu oleh

Y Dagrs 2.

Swie L:;:Iu oalan mengenai pemverhentisa anggo -[.n_.. Direksi ter
& grat (2) beinn ada keputasan makae porberhentian~
batal don anggota Direksl yang per sangmtvan da-
uenjaiankeon jabatan iagl, keeuall bilisnana untuk

atusan torsobut diperlukan keputusan Fenpgadilan can hal-
itu harus diberitdhukan kepala yeang bersangkutan,

Eheat 0.

1)e fngoote Direksi tidak boleh zda hubungan keluarga sampai -
dengan derajat ketiga baik nmenurut garis mrus nanpan garde
ke sampin g, kecuall jika untuk kopentingan perusahaan Juz:m

kan olch Kepala Daerah, Jika sesudah pengangkatan nereka -

naguk periperan yang weriarang itu, naka untuk nelanjutkan

jabatannya diperdukan izin Kepala Daerash,

2)s lngpota Direksi tidak boleh menpunyei kepentingan pribadi-
lmgsunp atau tidak langsung, pada perkwmlnlan/gemsaham—
dalan lapangan yeng bertujuan nmencari laba,

3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain,

Pasal 11.
1). Direksi mewakili perusshaen diluar dan didalan Pengadilan,
2). Direksi dapat mewakilken tersebut pada ayat (1) kepada se-
orang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri nau-

pu, ber-sana2 atau kopala orang/baden lair dengan persetuju
an Badan PengawaS. 3 .
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Pagal 12,

Direksi neloksanokan Pengurusan dan Pembinaan perusahaan menu-
it kebljsk sanaan yang telsh ditetapkan Badan Pengawas sesuai-
dengan kebijaksanaan urmm Pemerinteh Daersh,

Tata tertib dan cara menjalankan perusshaan diatur dalam pera-
turan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan -
Pongawasg.

Pagal 13,

Direksi menmerlukan surat persetujuan Kepala Daerah untuk hal2
vang tersebut dibawsh dni 3

&, meminjam uang atas namd perusahaan dan mengadakan perjanjie
\§

be menrikat Foruschaan sebagai pénjomin,

oleh, mengasingkan atou menmberatkan benda-benda tetap
tidak bergerak),

BAB VI,

BiDAl PHIGAWSS.

Pagal ‘lie

Baden lenpawas dibentuk dan diketuail oleh Xepala Daerch dan

ageotanya terdiri dari pejabat® =~ Pemerintsh Daerdh, Dinas-
P&, Dasrah Kotanadya Pontianak, Dept.Keuangan/Bank Indonesia~

den Dinas Kesehatan Iotanmadya Pontianak,

Badan Fengawas menctapkan kebijaksanaan perusahaan secara ter-
ardh seguai dengan kebijaksanaan urum Femerintah Daerah.

Badan Yengawas relakukan pengawasan terhadap Direksi,

Direksi wajib menberikan segala keterangan yang diperlukan cleh

Baden Pengawas,

. Kepada Ketua don pada anggota Badan Pengawas diberikan jasa -~

yang diatur oleh Kepala Daerch,
BaB VI Kesissves

e
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B A B VII,

TAIGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAIL.

Pasal 15.

Yegawai Peruschaan, termasuk anggeta Direksi dalan kedu
dulen se ?‘1_1:'0.11 de,rglkiané yang tidak dibu;‘i tugas pe,n:{;inpanm. -~
g gurat berharga dan barang? persedisan, yang karena tin-
meliwan hukum atou karona melaladkan kewajiban dan tugas
ving dioebankan kepads mercka dengan langsung ateu tidak lang-
SRS uCl i1 meniobulkan kerugian bagl Peruschaan, diwajibkan -
ack bl kerusion tersebut,

sy tuntuten gantid rugi terhadap pegawai Daerah
ra bterhadap pegowai Perusaghaan.

1 Perusshaan yang dibebani tugas penyimpanan, pen—
penverahan uang dan surat2 bernarbq milik Perusa-
ang? persodiaon milil Perusabiaan yang disimpan dis
g aten tempat penvimpanan yang khusus dan se-mataz-

bk keperluan itu diwajibkan nmewmberikan pertang -
v Jawab tentang pelaksanaan tTugasnyo kepada Kepula Daerah
peiubat yang ditunjuk olehnya.

wud tormaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan per -
upran jawab mengenhal cara mengurusnya r;epudu pejabat di -
chend nada gyat (3)., Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilsku
L,, » memarut ketontuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendghara -
wan Saerah,

5)s Serua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapan juga sifatnya
yang tormasuk bilangan tata tuka dan administrasi Perusahaan -
disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk-
oleh iepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ~
paca pejobat dimaksudkan pada ayat (3) dalem hal dianggamya -
perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.,

6). Untuk Zoperluan pemoriksaan bertalian dengan penetapan pajak -
den kontrole alkuntan pada wrmmnya surat bukti dan surat lain -~
nye termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan-
kelkantor Akuntan Negara,

7). Dengan Peraturan Daersh dapat ditetapkan penyimpangan dari ke—
teituan mengenal tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku -
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agi Pegawai Dnera: dan Fepawal termeksud pada gyat (3) yang dise -
suaikan dengan struitur/organisasi Peruschaan itu sendiri,
O .

B A B ViIIL,

: TAHON  BUID,
Pasal 16,
*

Tahun buku Perugchicon adalah tahun takwin,

o Bos- 3 K

P e I g oy o2 s i T A AR
s bAnelidl] rabllof Lalt.f;uT .

" Pagcl 7. ]
' o wolttu tiga bulan sebelum tohun buku -

e oleh Dirchsi dikirim dnggaran Perusahaan un
cn persetujuan dari Badan Fengeawas.

: jadon Penpowos tidak mengemukakan keberatan -~
untuk menelcl provek yang dimmat didalem dnggaran Perusahaan -
itu sebelun viak tahun buku baru, maka anggaran tersebut-
_berlaku sevenunny:

* 3). anggaran tombohon atou perobohan Anggaran yang terjedi delem - |
tolun buku yong bersanglutan harus mendapat persetujuan lebih-
dahulu dard Budan Pengawas.

BAB X.
(-} L.FORAN PERHITUNGAN HASIL USibis
; DERKALL DAY KEGIATN PERUSAHAN,
Pagsal 18,

~ Ilaporan perhitungan hasil uscha berluXa dan kegiatan Porusshaan -
dikirim eleh Dire'.si kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 bulan dan
jika perla untul jangka waktu yeng tertentu, |

(2}

B 4B XI. l
L.FORY PERHITUNGAN TAHUNZN ,

. Pasal 19,
TZJ;Ir]ltuk tiap talnn buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahug'_

R B I

>
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Pasal 19.

. Untul tiap tahun buku oleh Direksi dikirinkan perhitungan ta-

hunan laba rugi kepada Badan Pongawas se-lanbat2nya 3 bulan -
sesudahnya tahun bukua,

Jika dalanm waktu schbulan setelsh waktu yang tersebut pada ayat
(1) oloh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis naka
rerhiiungan tabunen itu dianggap telah disgyahkan,

uipan talmnan termasuk dalan ayat (1) digyahkan oleh Ba-
aras dan vengesyahan ternaksud nenberi kebebasan kepa-
Co Direkel terhndap segala sesuatu terrmat dalanm perhitungan -
talunan 'tersebut.

BA B 2l

F1i ETaFai Dadi PENGGUNAAN LuBa
PRI VEMDERLAV JaSs PRODUKSI

Fagsal 20,

Cadengan dian dan / ataw rohasia tidak boleh diadakan,

iengunaan loba bersih, setelah terlebih dahuln dikurangi de -
pon peayusutan, €angEn Wjuan dan pengurangan lain yang wa-
‘olain perusahaan, ditetapkan sebagai berikut ¢

&, Untuk dana pernbangunan Daerah 30 %a
b. Untuk wnggaran Belaxja Dacrah 25 % v
¢. Untak cadangan UHAM ..eeeesensoeseo)
. Sosial dan Pondidiken u.eseseeseess) -
Jhpa Produll . cusssvsenmicineneess)
Surbangan dana pensiun dan sokongan)

Pengrmunaan laba untuk cadangan urmn bilanana telsh tercapai -~
twjuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Kepu-
tusan lemerintah Daerah,

Cera mengurus dan penggunaan dana penyusutan dah cadangan ta- |
juan termaksud pada gyat (2) ditentmkan oleh Badan Pengawas.

B AN BRI i s ;

S ol
—— PR S — : '-ﬁ 5 I



' a2 B 4 B XIII.
s KEPEGAWATIAN.
o Pasal 21.

1)+ Keduduksn hulun Pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai/
**  pekerja Feruschaan, distur dengan Peraturan Daersh,. yang berlaku
nya seteloh mendapat pongesshan dari instansi atasan dengan nem-
perhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pega ~

-
wal Daerah yony Lerlaku dan tunjangan lain diatur oleh Dircksi -
. dengan persetujuan Badan Fenzowas,

&), Direksi noer; tat dan nerborhentikan pegawai/pekerja Perusahaan
menurut rereiur “n Kepegovradlan dengan persetujuan Badan Pengawas-
berdasarkan leroturan Fokok Kepegawaian Perusahaan dinaksud pads

® o (1),

| B B kN
PRIG AW A SE D
e
. engurangi hak dnstansi atasan Gon badan lain yang
' ! gan yang berlaku, herwenang mengadakan
' - 3 lan pemeriisacn tentang Sb"'cld sesuatu mengenal e
* korjaan ne; g runah tangga Daerah, oleh Kepola Dacrch dituniy’
Eig pejatat y '!..'unvﬂ-i tugag kewajiban *la,la1mkan pehcawasan ates
! rengurusan Go nhzn on Ferusahaon serta pertanggungan jawabny
e Haeil pong .;.Am disanpaikan kepada Pemerintah DDOI'uh,
2). «untan legara berwenang nolakukan pengawasan, atas pengurusan -
© Feruschaan serta pert@ngpungan jawabnya,
L BLB XV.
PEMBUBARAN,
3 Pogal B,
1). Perbubarsn lerusshaan Daersh dan penunjukan panitya likwidasi di
- tetapkan dengan Feraturan Daerah,

s 2). Semma kelzzyaon Perusshaon Daerah setelah diadakan likwidasi men-
jadi milik lemerintch Dacrdh,

a 3). Per‘banggungan "...'...

- — — B
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3), Fertangmungan jawab likwidasi diberikan kepada Pererintah -
boeran dan menberikan pembebasan tangpung jowab tentang po-
lerjaan yang telah diselesaikannya.

4). Dalen likwidasi, Perusshasn Daersh bertanggung jawab atas -
kerugion yang diderita olch Pihak Ketiga apabila kerugion -
itn disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disyahkan tidak nmenggambarkan keadaan Perusahaan
yang scbenarnya, yang nenunjukkan Perusahasn itu pailit.

Bid B XVie

Pasal 24.

on Dacrah ini dapat discbut Feraturan Daerah iotonadya
ingkat I Pontiangk tenbang Fendirian Perusshaan Dacrah

ir (I oun Rotamadya Pontianak,
2)e Feroturan Daersh ini rulsi berlaku pada hari penpgundangannya.-—

Fontianak, 14 Mei 1975,

oy

DELL PEUKILG? RAKVAT DiERH  WALIKOTAMDYs KEPala DAERGH
. D.ERLH TK.II BNTLNAK,  TK.II PONTIANLK,

cap/ttd Cap/ttd

= Rdle I8KiK = = MOCHAIWD DBuRIR,SH =




0T URG DATRAH NO,. 03 T4HUN 1975.

tentang

L]w_‘:LJ ou.;u..u'.l -\JAAEE-IH JbIR II:EJUM
dull -\.J".r._\ l TTL;].\IJI-!.{-

PENJELISAN UMIM

Bahwa guna lebih gef

nasyarakat khwsusnya dibideng pengadaan air minun yang sehat, nake
terutana ulau u;*;‘-. linghkungan perkotaan ini adanya uscha peningkat-
an adalah'perdu Larena air adalsh merupakan bahan yeng pital yang
'bi' 11{ aiﬂf TG i fungsi sosial tetapi lebih dari pada itu, o3
} » nenpunyai nilai ekonomis yang 'blﬁ;il: sekab di
vatuk kL,Luerlum runash tangga naka air bersih
rhap berbapgoi fagilitas umanm dan industri,

o tuntutan itu maka sangat dirasakan urgensinve
oan Daerch wir Minum Kotanadya Pontisnok yang~
1 diatur dengan Peraturan Daerah ini,

nengeffisiensikan usoha?2 peningkatan kenmakruran

re:ﬂhenmkan
untuk lebin kg

T BNIBLLSUN FoSul J0rd PuSil,
De Aagal T calan je iis.

c. Pagal 3,4 dan 5 cukup jelas.

de Pasal 6 dizelheudkon agar iir Minum yang diadskan dinmaksud da
pat mepenmulil gy arat-gyarat sesuai dengan ketentuan yang terlak
dan tidealt ner”rz;rﬂmg penyakit,

e. Pasal 7 syzt (1) culmp jelas.

- ayat (2) “ksud behwa modal Perusohaan dlslslhkan/dlplsah'-
kan dari ran Keuangan Daerah.

- ayat (3) dimeksud bohua Daersh masih diberi kemppgkinbﬂ.unmk
monambah modal peruschinan dengan jalan mensisibkan lagi se -
junlah uvaong kekayaan loinnya dari inggaran Daersh dengan ke-
ptusan DPRED, mengikut sertakan seham/modal Pemerintah Pusat
serta nenin Jan uang atoau peralatan lainnya taik dari Pemerin
tah. yang bersangkutan, Femerinteh Pusat, Bank dan sebagamya ‘

4

-

o .nyat (4) dssns et iene
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st b

M o 4yt (4) dimaksud bilsnana didaersh yang bersangkutan ada -
Bank Pembangunan Daersh, naka algy likwidasi disinmpan dalanm
~ Bank Permbangunan Daersh tersebut/cabangnya, totapi jika tidak
| . LT . - i
; ada, dapat juga disimpan dalan Bank Penerintah lainnya (tidak
| boleh pada Bank Swasta).,
5 £. Pasal 8 (1) cukup jelas,
i .= hyat (2) dan (3) perkataan Badan Pengawas, dalan hal ini di-
~ naksudkan agar Kepala Daerah dalan nengawasi Peruschasn da-
pat dibantu oleh Anggota-anggotanya scbagal sustu Badan,
E B ~ kyat (4) cukup jelas.
g +uasal 9 cukup jelas,
| @ L. Pasal 10 gyat (1) dan (2) cukup jelas.
} - ayvat (3). Tni dinaksudkan agar Direksi dapat bekerja sevenuh

11 perusahaan,

-

| . Pasal 11 dan 12 dan 13 oukup jelas,.

Pasal 14 avat (1) Badan Peengawas dibentuk dan diketual oleh igc
- paia Dacrali, sedang anggota~anggotanya dianbil dari scorang atau

lobih pojabat Fonerintah Daorah {Staf Kepala Daersh) scorang dar:

P'JU , Kouangan/Bank indoncsia/BRI dan Keschaton didasrah bersang:

| utan dengan nengingat kenanpuan peruschaan Dacrah (naxirmn 7 -
=\ - orang) «
( e ~ ayat (’3‘), (3 15 (4) dan t5) cukup jelas.,
e e Yasal 15, 16, 17, 18 dan 19 cukup jelas.
o 1, Pasal 20 ayat (1) cukup jelas.

~ ayat (2) diberikan dua kermngkinan penbagian laba clinakmdkan_f

bilamana ada nasuk sshan pihak lain kedalan perusahaan selain

rnodal daerah yang bersangkutan dapat diperg.inmakan alternatif-
Je

e B (pasal 25 Undang-undang No, § ¢ahun 1962)4
- ayat (3) dan (4) cukup jelas.
= n., Pasal 21 ayat (1) untuk nmenentukan kedudukan hukun pegewai, ga
| ji, pensiun dari Direksi den Pegawai/pekerja peruschaan, agar-
. 2 ditetapkan dengan Peraturan Daersh tersendiri, yang disesuaikar
dengan kemanpuan Perusahaan dan berpedonan kepada ketentuan

C) Undang-undang atau Peraturan Kepegawaian yang ada seperti IGE
b nd d2n1£.P. No, 23 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawal ...
' C66. &
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Perusshaan Negara,
Sedonckan mengenal tunjangan lainnya kiranya cukup diatur oleh

Direksi yang berlaln setelah mendapat persetujuan dari Badan -
Pengowas.

- gyat (2) cukup jelas.
Pasal 22 ayat (1) cukup jelas,

Pogal 22 avat (1). Bilamana Porusshaan dibubarkan karena tidak-
rung bin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panit-
ye lilkyidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daersh, kare-
Lentukannya juga dengan Peraturan Daecrah,

na pe

(2) dinaksudkan bila ada ssham pihak lain naka kekayaan-
h Jilwidagi dikagl antara Penmerintah Daersh dengan penc
gahan lainnya nmenurut perbandingan nilai nominal sshan

} cukup felas.

cukup jelas.

Fassl 74 calap jolas.
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